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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE BOLANGO,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bone Bolango tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2023;

Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan  Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun
2022 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Bolango Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan  Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



21,

22.

23.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan  Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2022 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Bolango Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2
Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone
Bolango Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Bolango Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

Pasal 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

terdiri atas:

1. Pendapatan

a.
b.

Pendapatan Asli Daerah Rp. 126.198.279.145,24
Transfer Pemerintah Pusat —
Dana Perimbangan Rp. 774.888.283.300,00

Transfer Pemerintah Daerah



Lainnya
d. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Jumlah Pendapatan
2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang
3) Belanja Bunga
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3) Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Jumlah Belanja Modal
c. Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga
d. Transfer
1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan
2) Transfer Bantuan Keuangan
Jumlah Transfer
Jumlah Belanja dan Transfer
Surplus/(Defisit)
3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan

Rp.
Rp.

25.685.435.806,00
15.133.422.745,00

Rp.

941.905.420.996,24

Rp. 366.650.229.323,00
Rp. 268.772.996.327,00
Rp. 6.634.573.778,00
Rp.  12.359.392.422,00
Rp. 603.326.156,00
Rp. 655.020.518.006,00
Rp. 970.000.000,00
Rp.  17.493.340.458,00
Rp. 67.394.571.362,00
Rp. 73.511.417.947,00
Rp. 1.857.350.026,00
Rp. 161.226.679.793,00
Rp. 516.651.590,00
Rp. 516.651.590,00
Rp. 48.311.560.500,00
Rp. 122.626.132.000,00
Rp. 170.937.692.500,00
Rp. 987.701.541.889,00
Rp. (45.796.120.892,76)
Rp. 104.285.365.642,47
Rp 1.250.000.000,00
Rp. 103.035.365.642,47

57.239.244.749,71



Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1.1

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone Bolango.
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Diundangkan uwawa

Pada Tanggal 26 Jepseave 2024

Pj. SEKRETARK) DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
/

[ pEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661218 199603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024 NOMOR -~



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KABUPATEN BONE BOLANGO

=" Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/HKM/Setda/ /2024 Suwawa, September 2024

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

PENGELOLA :
CATATAN
LAMPIRAN
UNTUK

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

: 1 (Satu ) Berkas
: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone

Bolango

NIP. \9?80516 200501 1 008



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jin. Ulantha Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa 96184

%

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth Bapak Pjs. Bupati Bone Bolango

Dari . Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango

Nomor : T-100.3.2/BKPD/BB/T.STAF/39/1X/2024

Tanggal : 25 September 2024

Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Bolango TA. 2023
M
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

\‘ﬁ%[,' W 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

_ , 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok Pokok
W‘ Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
% ’ Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia

Ce. WW ' Nomor 6322);

. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Menimbang . - Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
Pasal 26 Ayat |, dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/\Wali
Kota sudah sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota tentang
Pertanggungjawaban APBD telah menindaklanjuti temuan laporan hasil
pemeriksaan BPK, Bupati/Walikota menetapkan rancangan Perda
kabupaten/kota menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota

menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota.



Saran : Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Pjs. Bupati

Bolango dapat mempertimbangkannya.

Bone

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan. Atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan
Bapak kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN

Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si. MA
Pembina Utama Muda
NIP. 197104071998031010




